
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil kajian dilapangan sebagaimana telah diuraikan pada  

pembahasan bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Nganjuk masih belum efektif, karena berdasarkan hasil 

penelitian masih ada kenaikan pangkat reguler yang diberikan pada 

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar yang 

sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu. Hal ini tidak 

bersesuaian dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa ayat (1) kenaikan pangkat 

reguler hanya diberikan pada Pegawai Negeri Sipil yang sedang 

melaksanakan tugas belajar sebelumnya tidak boleh menduduki 

jabatan fungsional tertentu.  

2. Hambatan umum kenaikan pangkat reguler bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Kabupaten Nganjuk adalah: a. Keterlambatan pengiriman berkas 

yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Nganjuk; b. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian) yang menghubungkan antara Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupten Nganjuk dengan Badan Kepegawaian Negara terkait 



penyimpanan data usulan kenaikan pangkat secara online yang sering 

mengalami gangguan akses yang lambat atau lemot. Hambatan 

khususnya adalah: a. Jam kerja yang sama antara instansi induk 

dengan jadwal kuliah atau jam kerja di instansi tempat diperbantukan. 

3. Solusi umum terhadap hambatan-hambatan yang ada adalah: a. 

Dilakukan penyampaian Surat Edaran yang berisi persyaratan dan 

batas waktu pengiriman berkas Kenaikan Pangkat PNS kepada seluruh 

SKPD yang ada di Kabupaten Nganjuk; b. Penambahan bandwith pada 

SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian). Solusi khususnya 

adalah: a. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan Tugas 

Belajar dan yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar 

instansi induk seharusnya diperbolehkan untuk mengajukan Surat Ijin 

untuk pemberian waktu konsultasi pengajuan berkas kenaikan pangkat 

reguler dengan instansi induknya. 

B. Saran 

1. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas 

Belajar dan sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu dapat 

mengacu pada Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 

Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2012 pada Bab IV yang berisi tentang Kenaikan Pangkat 

Pilihan, yang mana pada angka 10 mengatur Kenaikan pangkat bagi 



Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan 

sebelumnya menduduki jabatan fungsional tertentu. 

2. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan yang 

dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi induk yang memenuhi 

syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat harus aktif berkoordinasi dan 

berkonsultasi dengan Bagian Kepegawaian instansi induk, guna 

melengkapi berkas persyaratan dan mematuhi jadwal waktu yang telah 

ditentukan dengan berdasarkan pada Surat Edaran Kenaikan Pangkat 

dari Sekretariat Daerah. 

3. Badan Kepegawaian Daerah selain mengirimkan Surat Edaran 

Sekretariat Daerah yang berisi Kenaikan Pangkat PNS kepada seluruh 

SKPD juga memberikan Sosialisasi kepada Bagian Kepegawaian dari 

seluruh SKPD terkait proses verifikasi, evaluasi, implementasi SAPK 

Kenaikan Pangkat dengan mengundang narasumber dari Badan 

Kepegawaian Negara Kantor Regional II. Kebijakan-kebijakan 

tersebut betujuan untuk memperlancar proses Kenaikan Pangkat.  

4. Badan Kepegawaian Negara Kanreg II sebaiknya segera meningkatkan 

penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian guna memperbaiki 

sistem pelayanan kenaikan pangkat PNS, agar tercipta pelayanan yang 

cepat dan efisien. Hal ini dilakukan dengan cara menambahkan 

bandwidth pada SAPK. 
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